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PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai
kewenangan KUA sebagai wali hakim dalam pernikahan tanpa
persetujuan wali nasab di Desa Suka Merindu Kecamatan Marga Sakti
Sebelat Kabupaten Bengkulu Utara, dapat diambil kesimpulan sebagai
berikut:
5.1.1 Faktor-faktor yang menyebabkan wali hakim menikahkan tanpa
persertujuan wali nasab di wilayah penelitian disebabkan oleh beberapa
faktor, antara lain adanya penolakan dari wali nasab terhadap
pernikahan calon mempelai perempuan, keterbatasan pemahaman
sebagian masyarakat mengenai ketentuan wali nikah dalam hukum Islam
dan Kompilasi Hukum Islam, serta pertimbangan praktis untuk
mempercepat pelaksanaan pernikahan. Kondisi tersebut menunjukkan
bahwa masih terdapat perbedaan pemahaman antara Kketentuan
normatif hukum Islam dengan praktik yang terjadi di lapangan.
5.1.2 Tinjauan hokum islam terhadap kewenangan wali hakim
menikahkan tanpa persetujuan wali nasab ditinjau dari perspektif
hukum Islam, khususnya menurut mazhab Syafi‘i yang menjadi rujukan
utama dalam Kompilasi Hukum Islam, wali merupakan salah satu rukun
nikah yang menentukan sah atau tidaknya suatu perkawinan. Wali nasab
memiliki kedudukan utama dan pada prinsipnya tidak dapat digantikan
oleh wali hakim selama wali nasab masih ada, memenuhi syarat, dan
belum dinyatakan sebagai wali adhal melalui putusan Pengadilan Agama.
Oleh karena itu, pernikahan yang dilaksanakan oleh wali hakim tanpa
adanya persetujuan wali nasab dan tanpa didahului penetapan wali
adhal dari Pengadilan Agama dapat dipandang tidak sah yang disebabkan

tidak terpenuhinya rukun nikah secara sempurna menurut hukum Islam.
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5.2 Saran

Bedasarkan hasil penelitian dari kesimpulam, maka saran dari
peneliti adalah sebagai berikut:
5.2.1 Kepada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Marga Sakti
Sabelat disarankan memperketat verifikasi data wali nasab terutama
terhadap surat pernyataan wali ghaib atau adhal yang diajukan oleh
calon pengantin dan KUA sebaiknya tidak langsung menerima
pernyataan sepihak dari calon pengantin, namun melakukan pengecekan
lapangan atau meminta barang bukti pendukung.
5.2.2 Kepada orang tua atau wali nasab, dianjurkan untuk tidak menolak
pernikahan anak tanpa alasan yang dibenarkan syariat karena dapat

menyebabkan pindahnya kewenang

an wali kepada wali hakim dan orang tua juga perlu membuka
komunikasi yang baik agar tidak terjadi pernikahan tanpa

pemberitahuan.
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